HUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR @ 03 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan vang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD,
keadaan yang meyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun angegaran sebelumnva harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Menimbang

APBD Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan:



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. periu menetapkan Peraturan

Dacrah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagan Barat
Tahun Anggaran 2020

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara vang bersih dan bebas dan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagan Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4421);



-~

10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemernintah Pusar dan
126, Tambahan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 2: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 5049),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4235):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor | Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019



4

15

16.

17.

19.

Peraturan  Pemermtah Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pembinaan  dan  Petgawasan  atas
Penvelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabiun 206000 Nomor 41

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40490

Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Simpiman
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerash Sehagaimana yang telah diubih beberapa wali t=rakhe
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubabuan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangasn Mumpnar
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesis Tanun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) |

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lasvanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemennmah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemernntahan [Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4574

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republih
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575



20 Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Swistem Informas: Keunngan Daerab [Lembaran

21

22

23

24

25,

26.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesin Nomor 4577]

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinena Instans
Pemenintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) |

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322,



27

28.

30.

3L

32,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belan

Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomar 155

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19] sebaga: Bencana Naswonal,

. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikast Intensif dan Dana Operasional

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Kewangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);



33

34

35

36.

37

38.
39.
40
41
42

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2020 (Benta Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 655),

Peraturan Mentert Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemenntah Daerah (Berita Negara
Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 249),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menten Keungan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahavakan Perekonormian Nasional.

Keputusan Bersama Menter: Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menter Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penvesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2014 (Covid-19) serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional:

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenagakerjaan,

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industn,

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Konstruksi;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 16);



43 Peraturan Daerah Namaor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram

Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram HBaman Barat
Nomor 0128},

44, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (lembaran Daersh Kabupaten

Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Seram Bagian
Barat Nomor 0135)

45. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah kabupaten

Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat Nomor 0136)

46. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Rabupaten
Seram Bagian Barat Nomor 0137)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
dan
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI

SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN

FERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun
Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.120.885.306.498,- berkurang sejumlah Rp 43 107 888 984 713 -

menjadi Rp. 1 077 777 417.513,27,- dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan
a. Semula
b Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/(Defisit] setelah Perubahan

:Rp. 1.081.624.629767,-
‘Rp.  (95.962.830.382.,70.-)

Rp. 985.661.799.384 30 -

Rp. 1.120.885.306.498,-
:Rp.  (43.107.888.984,73 -|

Rp.1.077.777.417.513,27.-
Rp. (92.115.618.128,97 -



3 Pembmvaan

A Penernmann

1) Semula Rp 43.260676.7131
2} Bertambah / (Berkurang) Rp 50.854.941.397 97,
Jumlah Penenmaan setelah Perubahan

b Pengeluaran

1) Semula Rp 4 .000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.000.000 000, -
Jumlah Pengeluran setelah Perubahan

Jumlah Pembiavasn Netto setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah sehagnimana dimaksud dalam pasal | terdiri dird

. Pendapatan Asll Daerah
1) Semula
2] Bertambah/(Berkurang) “Rp.
Jumilah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b Dana Perimbangsn

1} Semula Rp. 884.650.482.000.-

Rp. 35 680.907 869,
1267 186 467 .

Rp

Rp

93 115618 12897

2 000 000 000 -
94 115618 12897 .-
0,

36.948.094 336.-



2) Bertambah /{Berkurang) (Rp. 97 743 239 415,
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp

¢ Lain - lain Pendapatan Daerah vang Sah

I} Semula - Rp. 161 293 239 898,
2) Bertambah/(Berkurang) 'Rp.  513.222.565,30,

786 907 242 585,

Jumiah Lamn-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Bp. 161 806 462 463 30,

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdirt dan Jenis Pendapatan

a. Pajak Daerah

1) Semula - Rp. 6.500.000 000,
2} Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.317.833.381,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 3.168.750.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.060.160.200.-)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.
. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
1) Semula ‘Rp. 0,
2) Bertambah /(Berkurang) ‘Rp. 2935.198.155,-
Jumiah Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan Rp.

7.817.833.381.

2.108.589 800.-

2935198155,



4 Lamlain Pendapatan Asll Daerah Yang Sah

1 Semula Rp 26012157 869
41 Bertumbah / (Berkurang) C{Rp. 1925 684 869,
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Setelah Perubmban Rp  24.086 471 000,

(3} Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! b terdin dan jenis pendapatan
o Bagn Hastl Pajak/Bag Hasll Bukan Pajak

1) Semula “Rp. 10,153 042 000,
2| Berambah /(Berkurang) Rp 3958 227 585,
Jumlah Bag) Pajak/Bagt Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 14 111 269 585,
b Dana Alokast Umum
1l Semuln ‘Rp. 640 197 979.000..
2} Bertambah /{Berkurang) ARp. 72649 127 000,
Jumlah Dana Alokas Umum setelah Perubahan Rp 567 548 852.000), -
¢ Dana Alokas Khusus
1| Semuls Rp. 234 209 461 000,
2) Bertambah/{Berkurang {Rp. 56 958 085.000.
Jumlah Dana Alokast Khusus setelah Perubahan Rp 177 331 376 000,
d. Danae lnsent! Daerah
3 Semula Rp 0,

4 Bortambat/ (Berkurang) Rp 27 905 745000,



Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan Rp 27 905 745 000,

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ terdini dan jenis

pendapatan
a8 Pendapatan Hibah

1) Semula CRp. 32.917 000 000,

2} Bertambah /(Berkurang) “Rp. 1419 .840.000.-

Jumilah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp 34 336 840 000,

b Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinst dan Pemenintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 19415 822 898,

2] Bertambah/{Berkurang) ‘Rp.  87.626.565 30,

Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan
¢ Pendapatan Lainnya

Rp 19 503 449 463 30,

1) Semula “Rp. 108.960.417 000.-
2) Bertambah/{Berkurang) - (Rp. 994.244 000,
Jumlah Pendapatan Lainnya
Setelah Perubahan Rp. 107 966 173.000,-
Pusal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal | terdini dan -




a Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 590897 018 184-
2) Bertambah/(Berkurang) :Rp 4 106 896,173.91 .-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 595.033 914 357 91.

b Belanja Langsung

1} Semula . Rp 529 Y88 288 314,
2| Bertambah/(Berkurang) (Rp. 47 214 785 158,64 )
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 482773503 155 36

12) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdin dan jenis belanya -
a. Belanja Pengawail
1) Semula Rp. 396.083.399 084 -
2| Bertambah/(Berkurang) . (Rp. 33,941 .431.326,09,|
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
b Belanja Hibah

1) Semula cRp. 12.350.000.000,-
2] Hertambah/(Berkurang) C(Rp.  2.385.000 000 -
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
¢ Belanja Bantuan Sosial

1) Semula ‘Rp. 2,245 .000.000,
2] Bertambah /(Berkurang) ‘Rp. 2.385.000.000,.

Rp. 362.096.697 757 91..

Rp. 9.965.000.000,-



’ Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 1 630 000 000,

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinst/Kabupaten /Kota
Dan Pemenntahan Desa

1) Semula “Rp. 175263619100,

2) Bertambah/(Berkurang) “{Rp. 8.371.512.500,)

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan

Rp. 166 892 106,600,
e. Belanja Tidak Terduga
1) Semula “Rp.  5.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) cRp. 46.419.840.000,
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 51 419 840.000.-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b teridiri dan jens belanja
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 17.475.219 690
2} Bertambah/(Berkurang) ((Rp.  1.227.844.190, )
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 16247 375.500.-
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula

‘Rp.  292263.822411.

((Rp. 4.430.273.504,64.-|
Jumiah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp. 287.833 548 907.36,




¢ Belanja Modal
1} Semula Rp 220249246 213,
2) Bertambah /(Berkurang) {Rp. 41 556.667 465.-)
Jumilah Belanja Modal setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdirt darni

a. Penenimaan Pembiayaan
1) Semula CRp. 43.260676.731 .-
2) Bertambah /(Berkurang) :Rp. 50854 941.397 97 -
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula CRp. 4.000.000 000,
2} Bertambah /(Berkurang) S [Rp. 2.000.000.000,-)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp.

Rp.

178.692 578748

94 115618 128,97 .-

2.000 000 D00,
04115018 12497,

0,
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Pembiavaan

e

a. Penenmaan

1) Semula Rp 43260676731
2) Bertambah/{Berkurang) Rp. 50.854.941 397,97
Jumlah Penernimaan setelah Perubahan Rp 94 115618

b. Pengeluaran

1) Semula ' Rp. 4.000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) : Rp. (2.000.000.000,-)
Jumlah Pengeluran setelah Perubahan Rp 2.000.00¢
Jumlah Pembiayvaan Netto setelah Perubahan Rp 92.115618

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan KEp
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Pasal 2
Penyabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal | tercantum dalam Lamipran |

Peraturan Bupati ini,

Pasal 3
Perubahan Perjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal | dirine lebih lanfut dalam Lampiran 11

Peraturan Bupat ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian vang tidak terpisahkan

dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Dacrah sesuar dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat dalam Berita Daerah

Ditetapkan di P i r u
Pada tanggal, 16 Oktober 2020

AGIAN BARAT

ASIN PAYAPO

Diundangkan di P i r u
Pada tanggal, 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN HARAT

° J‘.[‘;," z

- MANSUR TUHAREA, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 0212



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagamana

dimaksud dalam Pasal |, tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar

Peraturan Daerah ini terdiri dar
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Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemenntahan Daerah dan Organisasi,

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemernntahan Daerah
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.



Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemenntah Kabupaten Seram Bagan Barar dapa

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranva, vang selanjutnva diusulkan  dalam
Rancangan Perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

(2} Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1) sekurang-kurangnva memenuh: crtena
sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemenintah daerah dan tidak dapat diprediks:
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. dan

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

(3) kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masvarakat yang anggarannya belum tersedia atau ndak
cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan,

b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya vang bersumber dan transfer ke daerah
dalam APBN;

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan Kerugian vang lebih besar
bagi pemerintah daerah dan masvarakat.



Pasal 8

(1] Pendanaan keadaan darurat vang belum tersedin anggarannva sebagammana dimaksud pada pasal 7
ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga,
(2] Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1), mencakup
4. bencana alam;
b. bencana social seperti wabah penyakit menular/pendemi,
c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dacrah
(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupt untuk membiayvai criteria belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara
a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnva dalam tahun anggaran berjalan;
b. Memanfaatkan uang kas yvang tersedia.

Pasal 9

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan
menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dan belanja
tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada OPD tekmis

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati



Paszl 10
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Agar setiap orang mengetahginya, memenniahkan pengundangan Peraturan Dasrah oo demgan
menempatkannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Seram Bagan Baral

Ditetaphandi P11 r u

t 1. 135 Oktober 2020
LUPAT] SER. :

MOHAMM: ASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru <
Pada tanggal. 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 172
'ROMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU : (4/15/2020)




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR - 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM HAGIAN BARAT

TAHUN 2020

UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 2] Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuar dengan kebutuhan penyvelenggaraan
pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagimana dimaksud, berpedoman
pada perubahan RKPD dalam rangks mewujudkan pelavanan kepada masyvarakat untuk tercapamya tujuan bermegara
APBD memiliki fungsi otonsas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distnibusi dan statilisas), APBD, Perubahan APBD
dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah

Penyusunan Perubishan APBD Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada hasil evaluast semester pertama RKPD
tahun 2020 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah kebyakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Semesteran (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020

Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreks) dalam proses Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonom: nasional, regional dan daerah pada



wemmester | Tahun 2000 Disamping My S Letah Perhitungan Anggaran Tahion sebelummre (0LFA Tabun Anggeres

2020 sebesar Rp. 94 115018 128,97 - yang ditetapkan dalam Persturan Daerah Nomor 00 Tehus 2030 wotang
peranggunginwaban  Peluaksansan APRD Tahun 2009 memgads  salah

iy sumber pembsevsan daerak  cang
dimanfaatian I
MM Perubahan APBD Tahun Anggarmn 020
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